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KEPUTUSAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI/

SEKRETARIS T]TAMA BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KEMENTIRIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

NOMORKEP . 3 /SES/HK/01,/2O2O

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

SATUAN KIRJA

KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SEKRETARIS KEMENTTRIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

SEKRETARIS LITAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menirubang rt

b

c. bahwa .

bahwa telah ditetapkan Keputusarl Menteri Perencanaan

Penrbangunan Nasional/Kepala Badau Petencanaar.l

Penrbangunan Nasional Nolnor KEP.

KEP.Z14IM.PPN /HK/ 12/ 2019 terltar18 Perrgangkatan

Pejabat Penanda Tangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna

An8Saran Kenrenterian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

bahwa nntuk mendukung pelaksarraatr tugas dan tungsi

Kementerian Pelencarlaan Pembangut'nu Nasional/Badan

Pererlcanaan Pentbanguuan Nasiotral (Kenlenterian

FPN/Bappenas) telah ditetapkan Dokuntett lsian Pelaksanaan

AllgSaran (DIPA) atau dokunreu allg6iaran lainnya;



C bahwa agar pengelolaan dan penatausah aan kegiatan dan

ang1aran dapat hr-rjalan d,engan lancat, efektif, dan efisien

perlu ditetapkall Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah

Membayar (PPSPM) Satuan Ke{a Kantor Merlteri Negara

Perencanaan Penrbangunan Nasional/Badan Petencanaan

Pembangunan Nasional;

bahwa pegawai yan8 nanlanya tercarltum daiam Keputusan

ini dianggap nrarnpu datr lneurenuhi persyaratan untuk

duduk dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penanda

TanSan Surat Perintah Menrbayar (PPSPM) Satuan Kerja

Kantor Merlteri NeSara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencarraan Penrbangunan Nasional;

Undang-Undang Norrror 20 Tahun 2019 tentang Anggaran

Pendapatarl dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

(Lembaran Negarz Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

198, Tambahan Lembarzn Negara Republik Indonesia

Nomor 6410);

Peraturan Pemerintah Nonror' 45 Tahun 2013 tentanS Tata

Cara Pelaksanaarl Al188aran dan Belanja Negara;

Peraturan Presiden Nonror 65 Tahun 2015 tentang

Kernenterian Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Prcsiden Nonror 66 Tahun 2015 terltanS Badarl

Perencanaan Penrbangunan Nasional sebaSainuna telah

diubah dengan Peraturan Plesiden Nomor 2O Tahun 2016;

Peraturan Presiden Nor11or 16 Tahun 2078 tentanS

Pengadaan Bar ang/ )asa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nonlor 67 Tahun 2Ol9 ter.tar.g, Penataan

Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia

Majt2Ol9-2024;

Peraturan Presiden Norrtor 68 Tahlun 2079 tentanS

Organisasi Kenrenterian Negara;

Peraturarl Menteli KeuanSall Nontor 190/PMK.O5 / 201,2

tentanS Tata Cara Pentbayaran dalant rangka

Pelaksanaan AnSSaran Pendapatan dan Belanja Negarz

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteli

Keuan8an Nomor 1 78/PMK.O5/ 2OB tentanS Perubahan
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Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

19O/PMK.O5/2O12 tentang TaIa Cara Pembayaran dalant

rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara;

Pefaturan Menteri Perencanaan Pernbangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanan Penrbangunan Nasional

Norrror 5 Talrun 2016 tentanS Perencanaan, Pelaksanaan,

Pelaporan, Penmntauan dan Evaluasi Kegiatan dan

AnBBatan;

MEMUTUSKAN:

KXPUTUSAN SEKRXTARIS KEMXNTTRIAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAI,,/SIKRETARIS I,-TTAMA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU PEJABAT

PENANDATANGAN DIPA,/PEJABAT KUASA PENGGUNA

ANGGARAN KEMf,NTER]AN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAI/BADAN PER.ENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI.

TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT

PERINTAH MIMBAYAR SATKER KANTOR MENTERI NEGAXA

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

MenSanSkat:

Naura : Siswandi, SE, QIA

NIP : 1972O4OG 199202 7 OO1

sebagai : Pejabat PerlandatallSan Surat Perintah Membayar

(PPSPM) pada Satuan Kerja Kalltor Menteri Negara

Perencarlaan Pembangutrau Nasional/Badan

Perencanaan Penrbangunan Nasional.

Pejabat PenandatanSan Surat Perintah Pentbayaran wajib

nrelakukan pengujian terhadap Surat Pernlintaan Pembayaran

(SPP) yang diajukan tentatrg keabsahan dan kelengkapan-

kelengkapan yang telah dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan

darl aturan yang berlaku.

KETIGA...

Menetapkan

PERTAMA:

KEDUA
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KETIGA : Dalarn nlelakukan pengujian taglhan dan menerbitkan SPM,

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pembayarun memiliki tugas

dan wewenang sebagai berikut:

a. menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;

b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak

memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

c. membebankan tagihan pada ntata anggatan yang telah

disediakan;

d. menerbitkan SPM;

e. n.renyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak

taglh;

f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah

pembayaran kepada KPA; dan

B. ruelaksanakan tugas dan wewenant lainnya yang berkaitan

dengan pelaksan aan pengtrjian dan perintah pmbayaran.

KEEMPAT : Sebagai tanda pengesahan, dalam lz,mpiran Keputusan ini

dicantumkan tanda langan serta paraf pejabat yang bersangkutan,

dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah,

apabtla tidak sesuai dengan yan8 tercantum dalanr lampiran

Kepu lusa rr ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

padatanggal 2 Janluari 2020

SEKRETARIS KEMENTERJAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

SEKRNTARIS UTAMA BADAN PERf,NCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SELAKU PEJABAT PENANDA TANGAN DIPA/

PEJABAT KUASA PENGUNA ANGGARAN

KEMENTERIAN PEPTNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

I

HIMAWAN HARIYOGA
/+y

Tembusan...
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Tembusan Keoutusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Penreriksa KeuanSan;

2. Sekretalis Kementerian PPN/Sekletaris Utanla Bappenas;

3. Direktur Jenderal Anggaran, Kenrenterian Keuangan;

4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Keme nterian Kersanganl

5. Inspektur Utanla, Bappenas;

6. Kepala Biro Pelencanaan, Organisasi dan Tatalaksana, Kementerian

PPN/Bappenas;

7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;

8. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRXTARIS KEMENTERIAN PPN/

SEKRETARIS T]TAMA BAPPENAS

NOMOR KEP. 3 /SES/HK/O1/2O2O

TANGGAL 2 JANUART 2020

TANDA TANGAN DAN PARAI
PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) PADA

SATUAN KXRJA KANTOR
MENTTRI NEGARA PERENCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SEKRITARIS KEMINTf,RIAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

SEKRETARIS I,ITAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Nama/Jabatan Tanda Tangan Paraf

Siswandi, SE, QIA
NIP 19720406 199202 1001

Pejabat PenandatallSan Surat Perintah

Membayar (PPSPM) pada Satuan Kerja

Nantol Menteri Ne3arz Perencanagt(
Penrbangunan Nasional/Ba(an
Perencanaan Penrbangunan Nasional

a,6

HIMAWAN HARIYOG A


